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Abstract. This research is motivated by the crisis of trust among Muslim consumers in Indonesia towards the halal product assurance system (JPH), triggered by cases of contamination with haram substances in products certified by BPJPH and BPOM in 2025. This has caused doubts (was-was) and emphasizes the need for a reevaluation of halal certification. The focus is on traditional Madurese cuisine, specifically Bebek Songkem Pak Salim Sampang, which holds high cultural and economic value but requires halal verification by local religious authorities. The empirical gap lies in previous studies, which rarely consider the perspective of Bangkalan scholars as moral authorities (Ghuru) in overseeing local products. The purpose of the study is to analyze the views of Bangkalan scholars on the urgency of halal certification in the management of Bebek Songkem, evaluate compliance of the production process with the halal status of raw materials and Dhabihah Syar'iyyah procedures to avoid doubtful elements (syubhat ), and analyze its implications for increasing the trust of Muslim consumers. The research method uses a descriptive qualitative approach in Bangkalan and Sampang. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation to obtain direct field data. The main results indicate that Bangkalan scholars consider halal certification as an urgent Sharia mandate (wajib syar’i), rooted in the maqashid al-sharia, particularly hifz al-din (preservation of religion) and hifz al-nafs (protection of life through the thayyib aspect). The traditional processing of Bebek Songkem (steamed/boiled) meets the thayyib aspects, but critical analysis reveals inconsistencies in Dhabihah Syar'iyyah (imperfect slaughter) that could potentially make the meat maitah (absolutely forbidden). The risk of doubt (syubhat) is high due to potential changes in seasoning after certification, activating the principle 'Idza ijtama’a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram' (When halal and haram meet, haram prevails). The implications for consumer trust significantly depend not only on the formal logo (Rato) but are ultimately determined by the hegemony of religious authorities (Ghuru) as the gateway to spiritual legitimacy, where halal certification functions as a universal guarantee to eliminate doubt (syubhat).
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[bookmark: _Hlk184399894]Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan konsumen Muslim terhadap system jaminan produk halal (JPH) di Indonesia, yang dipicu kasus kontaminasi unsur haram pada produk bersertifikat oleh BPJPH dan BPOM pada 2025. Hal ini menimbulkan keraguan (was-was) dan menekankan perlunya evaluasi ulang sertifikasi halal. Fokusnya pada kuliner tradisional Madura, yakni Bebek Songkem Pak Salim Sampang, yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi namun memerlukan verifikasi kehalalan oleh otoritas agama lokal. Celah empiris terletak pada studi sebelumnya yang jarang mempertimbangkan perspektif ulama Bangkalan sebagai otoritas moral (Ghuru) dalam mengawal produk lokal. Tujuan penelitian adalah menganalisis pandangan ulama Bangkalan tentang urgensi sertifikasi halal dalam pengelolaan Bebek Songkem, mengevaluasi kepatuhan proses produksi terhadap kehalalan bahan baku dan prosedur Dhabihah Syar'iyyah untuk menghindari unsur syubhat, serta menganalisis implikasinya terhadap peningkatan kepercayaan konsumen Muslim. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Bangkalan dan Sampang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan. Hasil utama menunjukkan bahwa ulama Bangkalan menempatkan sertifikasi halal sebagai mandat syariah yang mendesak (wajib syar’i), berakar pada maqashid syariah, khususnya hifz al-din (pemeliharaan agama) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa melalui aspek thayyib). Proses pengolahan tradisional Bebek Songkem (kukus/ungkep) memenuhi aspek thayyib, namun analisis kritis mengungkap inkonsistensi dalam Dhabihah Syar'iyyah (penyembelihan tidak sempurna) yang berpotensi membuat daging menjadi maitah (haram mutlak). Risiko syubhat tinggi akibat potensi perubahan bumbu pasca sertifikasi, mengaktifkan kaidah “Idza ijtama’a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram”. Implikasi terhadap kepercayaan konsumen secara signifikan tidak hanya bergantung pada logo formal (Rato), melainkan dimutlakkan oleh Hegemoni otoritas ulama (Ghuru) sebagai gerbang legitimasi spiritual, di mana sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan universal untuk menghilangkan keraguan (syubhat).
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LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim tentunya memiliki permintaan yang sangat besar terhadap produk halal, sehingga perlu perhatian lebih terhadap sertifikasi halal tidak hanya dalam produk obat-obatan dan komestik saja, tetapi persoalan produk makanan dan minuman juga perlu diperhatikan. Masih banyak produk yang beredar di pasaran yang belum bisa dipastikan halalnya secara keseluruhan, sehingga diperlukan pengaturan yang lengkap, baik untuk barang maupun jasa. Karena itu, penerapan sertifikasi halal diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (UUPJH) dengan menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, obat-obatan, kosmetik, serta produk lainnya, yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun tersedia jalur pernyataan mandiri secara gratis untuk produk yang sederhana.[footnoteRef:1] Pelaksanaan UUPJH ini merupakan salah satu cara negara melindungi konsumen Muslim di Indonesia.[footnoteRef:2]  [1:  Muttaqin Choiri and Alan Su’ud Ma’adi, “Identifikasi Pemberdayaan Dan Sertifikasi Halal Pada UMKM Oleh Lembaga Zakat Di Bangkalan Madura,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 787–96, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289.]  [2:  Rabiah Z Harahap, “Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 108–18, https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145.] 

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda kehalalan suatu produk makanan, tetapi juga menjadi faktor daya tarik konsumen dalam membeli. Dengan adanya sertifikasi halal dalam produk makanan, konsumen akan merasa lebih tertarik dan yakin untuk membeli suatu produk karena sudah terjamin kehalalannnya. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa barang tersebut telah sesuai dengan kriteria kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga konsumen muslim dapat mengonsumsi makanan tersebut dengan keyakinan. Munculnya rasa percaya ini karena konsumen menyadari bahwa produk itu telah menjalani prosedur pemeriksaan yang baik dan diperhatikan oleh institusi Islam yang berwenang.[footnoteRef:3] Sertifikasi halal memberikan rasa ketenangan dan jaminan keamanan baik secara fisik maupun spiritual bagi konsumen. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya produk halal cenderung mengalami kekhawatiran ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum mendapatkan sertifikasi halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena mereka meyakini bahwa penandaan kehalalan merupakan aspek krusial guna memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan.[footnoteRef:4] Keberadaan sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen sehingga mereka tidak perlu lagi merasa khawatir mengenai adanya bahan-bahan yang diharamkan, seperti kandungan babi atau unsur haram lainnya dalam produk makanan. Fenomena ini terjadi karena produk yang dikonsumsi telah mendapatkan sertifikasi halal yang resmi, sehingga kehalalannya dapat dipastikan dan dijamin secara legal. [3:  Islinda Syam, Abd Hafid, and Hasni Abd Salam, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food Di Kota Watampone),” Jurnal Al-Istishna 1, no. 2 (2025): 136–48, https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.308.]  [4:  Samsuri Warto, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” 2020.] 

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran terkait adanya produk olahan daging sapi yang ternyata mengandung campuran daging babi. Pengawasan terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2025 mengungkap sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, di mana tujuh produk di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Temuan ini tidak hanya mengguncang kepercayaan konsumen, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem sertifikasi halal yang selama ini menjadi jaminan kehalalan bagi umat Islam (BPJPH, 2025).[footnoteRef:5] Kasus ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan produk halal dan menegaskan pentingnya evaluasi kembali urgensi sertifikasi halal, khususnya di masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuliner khas yang terus berkembang [5:  https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers] 

Olahan bebek songkem Pak Salim adalah salah satu sajian khas dari Madura yang memiliki nilai budaya serta ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat. Produk ini berfungsi tidak hanya sebagai mata pencaharian bagi pengusaha mikro dan kecil, tetapi juga sebagai simbol identitas kuliner dari Madura. Namun, dalam hal konsumsi oleh masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Madura, kehalalan produk menjadi hal yang paling utama. Untuk itu, sudut pandang para ulama Bangkalan mengenai olahan bebek songkem Pak Salim, terutama terkait dengan aspek kehalalan dan sertifikasi halal penting untuk dikaji.[footnoteRef:6] [6:  Anggita Devi et al., “Bangkalan Analysis Of The Response of Duck Restaurant Business Actors To The Obligation Of Halal Certification In Bangkalan Regency Detail Artikel :,” Dimensi 12, no. 1 (2023): 81–99.] 

Banyak studi yang selama ini hanya menyoroti perspektif produsen atau konsumen tanpa melibatkan peran sentral ulama sebagai otoritas moral dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pandangan ulama sebagai variabel kunci dalam memahami dinamika pasar produk halal pada tingkat lokal. Sertifikasi halal di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih memfokuskan pada industri berskala besar atau produk-produk yang telah populer di pasar. Sebagai contoh, penelitian Widyawati dan Hartono pada tahun 2018 meneliti peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.[footnoteRef:7] Meskipun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah pandangan ulama di daerah yang memiliki tradisi keislaman yang kuat, seperti Bangkalan, terutama terkait dengan produk kuliner lokal yang khas, misalnya bebek songkem. [7:  Abdurrahman et al., “Dampak Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen,” Communnity Development Journal 5, no. 1 (2024): 257–60.] 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengisi kekosongan studi empiris mengenai pandangan ulama Bangkalan terhadap sertifikasi halal dan dampaknya pada konsumen kuliner tradisional, khususnya bebek songkem. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan dan strategi pengembangan kuliner halal yang menghargai nilai budaya lokal sekaligus memenuhi kebutuhan pasar halal global. 

KAJIAN TEORITIS
Sertifikasi Halal
	Sertifikasi halal merupakan proses resmi untuk menetapkan kehalalan suatu produk sesuai dengan prinsip syariat Islam. Proses ini mencakup audit dan pemeriksaan menyeluruh pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga produk jadi, guna memastikan tidak ada unsur yang diharamkan. Tujuan utama sertifikasi ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan umat muslim. Kewajiban mengonsumsi produk halal didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168:
                     يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
 		Artinya “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”
Ayat ini menegaskan pentingnya umat manusia untuk selalu memastikan kehalalan dan kebaikan dalam setiap produk yang mereka konsumsi. 
عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم)
 Artinya: “Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim)”.[footnoteRef:8] [8:  Salsabilla Desviani Putri, “Analisis Deskriptif Hadis Tentang Halal Food,” Jurnal Riset Agama 1, no. 2 (2021): 285–95, https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567.] 

	Hadis tersebut mengajarkan bahwa dalam konteks makanan halal dan haram, perkara halal dan haram sudah jelas batasannya, namun terdapat juga makanan atau bahan yang status kehalalannya samar atau syubhat, yang banyak orang tidak mengetahui hukumnya secara pasti. Oleh karena itu, orang yang berhati-hati dan menjauhi makanan yang syubhat berarti ia menjaga kemurnian agamanya dan kehormatannya, sedangkan yang mengonsumsi makanan yang diragukan itu ibarat penggembala yang hampir memasuki tanah larangan, sehingga beresiko terjerumus ke dalam yang haram. Hadis ini juga menegaskan pentingnya menjaga hati dan kesadaran dalam memilih makanan agar terhindar dari unsur haram, karena hati yang baik akan mempengaruhi keseluruhan perilaku dan kebaikan diri seseorang.
	Prosedur sertifikasi halal di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama. Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal secara menyeluruh. Kedua, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berperan sebagai badan pemeriksa halal. Tugas LPPOM MUI meliputi pemeriksaan dokumen, penjadwalan dan pelaksanaan audit, rapat auditor, penyusunan audit memorandum, serta penyampaian hasil audit kepada Komisi Fatwa MUI.[footnoteRef:9] Dalam audit ini, auditor mengevaluasi penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) berdasarkan sebelas kriteria utama, seperti kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan baku, fasilitas produksi, produk, dan prosedur aktivitas kritis. Hasil audit kemudian dibahas dalam rapat auditor dan diuji melalui laboratorium dengan sampel produk Ketiga, Komisi Fatwa MUI yang berdasarkan hasil audit menetapkan status kehalalan produk dan mengeluarkan Ketetapan Halal. Dengan demikian, proses ini berjalan secara terstruktur dan melibatkan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kehalalan produk secara akurat dan terpercaya. [9:  Ikhsan gasali Ikhsan and Muhammad Ikhlas Supardin, “Standardisasi Halal Dan Prosedur Sertifikasi Halal Di Indonesia Dan Thailand,” El Hisbah Journal of Islamic Economic Law 4, no. 1 (2024): 89–98, https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8489.] 

 Implikasi sertifikasi halal terhadap agama Islam adalah memberikan jaminan mutu produk yang sesuai dengan ketentuan halal bagi setiap individu Muslim. Sertifikasi ini menimbulkan rasa aman karena keberadaan logo halal menjamin bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.[footnoteRef:10] Produk bermerek halal memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap kemurnian dan keamanan bahan yang digunakan. Selain itu, pemasaran produk bermerek halal juga memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu Hablum Min Allah, yakni menjaga hubungan dengan Allah melalui konsumsi makanan yang halal, serta Hablum Minan-Naas, yaitu menjalin interaksi sosial yang baik melalui transaksi yang halal dan etis dengan sesama manusia. [10:  Cindy Fatimah, Surawan Surawan, and Nurul Wahdah, “Implikasi Sertifikat Halal Produk Dalam Sakralisasi Agama Di Indonesia,” Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 4, no. 2 (2022): 97, https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675.] 

[bookmark: _Toc208904493] Dalam tradisi fikih Islam, teori tentang pencampuran unsur halal dan haram merupakan salah satu prinsip fundamental yang sangat relevan dengan isu sertifikasi produk. Teori ini berlandaskan pada upaya untuk menjaga kemurnian dan kehalalan konsumsi seorang Muslim secara mutlak. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, pencampuran halal dan haram merupakan masalah yang krusial karena dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Ulama mengungkapkan kaidah kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (idza ijtama‟a alhalal wa al-haram ghuliba al-haram)[footnoteRef:11] untuk menjelaskan hukum atas percampuran antara yang halal dan yang haram. Secara umum, kaidah ini mencakup tiga instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan ijtima atau percampuran keduanya.  [11:  Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal’an Al-Haram’ & I’Adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam,” I A I Tribakti 25, no. 2 (2014): 295.] 

Perspektif Ulama dalam Sertifikasi Halal
Para ulama menilai sertifikasi halal sebagai kebutuhan penting yang berlandaskan prinsip syariah untuk memastikan kehalalan produk konsumsi umat Islam. Sertifikasi ini berperan sebagai instrumen legal dan religius yang menjamin produk memenuhi standar halal sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kaidah fikih. Selain menjaga aspek spiritual, sertifikasi halal juga melindungi kemaslahatan umat secara sosial dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi, konsumen Muslim memperoleh kepastian hukum agar terhindar dari produk haram atau syubhat  yang dilarang dalam Islam. Menurut Latifah, hal ini sejalan dengan upaya menjaga kesucian konsumsi dan integritas bisnis halal, sehingga sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak di era modern.[footnoteRef:12] Oleh karena itu, ulama menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban syariah untuk menjamin kehalalan produk. Selain itu, Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memperkuat kontrol dalam rantai pasok produk halal. Melalui fatwa MUI dan sertifikasi resmi, ulama berperan sebagai otoritas keagamaan yang memberikan legitimasi kehalalan produk berdasarkan kajian syariat yang mendalam.  [12:  Eny Latifah and Yusuf Yusuf, “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 2, no. 1 (2024): 80–92, https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.305.] 

 Di Madura, ulama memegang peran strategis dalam mengawal penerapan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus pelestarian nilai keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura secara tegas menolak pencabutan kewajiban sertifikasi halal karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memilih produk halal. Para ulama Madura berpendapat bahwa sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dan keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses pemeriksaan dan pengawasan syariah yang ketat.[footnoteRef:13] Nilai-nilai kultural Madura turut memengaruhi dinamika hukum dalam konteks sertifikasi halal, dengan pemerintah (Rato) dan ulama (Ghuru) berperan sebagai agen kepatuhan bagi usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.[footnoteRef:14] Dalam pengambilan sikap, ulama Madura juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk terus mengawal sertifikasi halal agar konsumen tidak bingung dan tetap terlindungi dalam mengakses produk halal sesuai ajaran Islam. [13: https://hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/2020/02/03/177296/mui-madura-menolak-pencabutan-sertifikasi-halal.html]  [14:  Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, and Fajar, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 2 (2022): 145–66, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707.] 

[bookmark: _Toc208904494] Dalam perspektif ulama Madura, sertifikasi halal memiliki peran penting yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga religius dalam membangun kepercayaan konsumen. Sebagai otoritas agama, ulama memberikan legitimasi dan dorongan moral kepada pelaku usaha untuk mensertifikasi produk mereka agar sesuai dengan syariat. Jaminan dari otoritas keagamaan yang diakui ini meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan rasa aman dan keyakinan dalam memilih produk. Pendekatan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim Madura.

Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Masyarakat
 Sertifikasi halal memegang peran krusial dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Sertifikat halal tidak hanya menjamin kehalalan produk secara syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas, keamanan, dan integritas produk bagi konsumen. Konsumen lebih pecaya dan merasa aman mengonsumsi produk bersertifikat halal karena mereka yakin produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat dan sesuai dengan nilai agama.[footnoteRef:15] Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting dalam memberikan jaminan halal, menghilangkan ketidaknyamanan konsumen dalam kekhawatiran membeli suatu produk, mencerminkan tanggung jawab bisnis, dan meningkatkan minat beli terhadap suatu produk.[footnoteRef:16] [15:  Rusnathul Amiah et al., “Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen,” YUME : Journal of Management 7, no. 2 (2024): 1560–65.]  [16:  Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, and Moh Karim, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 12 (2022): 2863–74, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461.] 

 Selain membangun kepercayaan, sertifikasi halal juga memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Konsumen juga mengaitkan produk bersertifikat halal dengan standar kualitas yang lebih tinggi dan proses produksi yang lebih higienis. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat citra merek dan menambah nilai produk di mata konsumen.[footnoteRef:17] Sertifikasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan religius, tetapi juga memberikan rasa aman terkait kebersihan dan keamanan produk. Selain itu, konsumen yang meyakini sertifikasi halal lebih memilih produk berlabel halal dibandingkan produk tanpa sertifikasi, yang secara positif memengaruhi keputusan pembelian. [17:  Dedi Mardianto, Idris Parakkasi, and Cut Muthiadin, “Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Industri Pangan Di Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia” 2 (2025).] 


METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif lapangan untuk mengungkap secara mendalam dan holistik pandangan ulama sebagai otoritas agama terhadap sertifikasi halal, yang krusial dalam konteks krisis kepercayaan terhadap JPH, dan mengetahui bagaimana proses pembuatan produk olahan bebek songkem pak salim secara mendalam. Jenis deskriptif lapangan ini sangat cocok untuk penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lingkungan alami atau “lapangan” tempat fenomena yang diteliti terjadi, serta menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi lapangan.[footnoteRef:18]  [18:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 2020.] 

Lokasi penelitian terpusat di dua situs strategis di Madura, yaitu  Rumah Makan Bebek Songkem Pak Salim di Sampang sebagai objek studi kasus proses produksi kuliner lokal, serta Bangkalan sebagai tempat umtuk wawancara mendalam dengan ulama dan para konsumen sebagai informan kunci. Sumber data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung, meliputi wawancara dengan ulama Bangkalan seperti Kiai Nur Hasyim, Kiai Makki, dan Kiai Mauridi, pengelola restoran Bu Fitri, serta konsumen Muslim lokal untuk mengeksplorasi dinamika kepercayaan dan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, dan kaidah fikih yang secara kritis melengkapi analisis untuk memastikan validitas temuan. Pengumpulan data menggunakan triangulasi metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, diikuti analisis deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan yang menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip fiqih terapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Bebek Songkem Pak Salim
 Rumah makan bebek songkem Pak Salim merupakan usaha kuliner khas Madura yang berlokasi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Salah satu yang menjadi daya tarik pada rumah makan bebek songkem Pak Salim yakni pada menu bebek songkemnya. Proses pengolahan secara rinci telah menunjukkan komitmen terhadap standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Bebek dikuliti kemudian dicuci bersih, dan yang terpenting, jeroan atau organ dalam dipisahkan sebelum dilumuri bumbu alami. Pemisahan jeroan ini bertujuan untuk mengurangi kadar lemak internal. Olahan bebek songkem Pak Salim adalah jenis bebek yang dikukus. Tidak seperti pada jenis bebek pada umumnya yang di goreng, bebek songkem Pak Salim dimasak dengan cara diungkep menggunakan daun pisang sebagai pembukus utama. Bebek yang sudah dilumuri oleh bumbu-bumbu alami kemudian diungkep dengan daun pisang tanpa menggunakan minyak, sehingga olahan bebek songkem Pak Salim memiliki kadar kolestrol yang lebih rendah dibandingkan menggunakan metode penggorengan. Teknik ini memanfaatkan uap panas dari daun pisang yang terbungkus rapat, sehingga bebek matang secara merata, dan proses ini membutuhkan waktu 2-3 jam dengan api sedang untuk menghasilkan daging yang empuk, aroma yang khas, dan bumbu yang meresap secara keseluruhan.
	Dalam pemilihan jenis bebeknya, Rumah makan bebek songkem Pak Salim menggunakan bebek lokal sebagai bahan utama. Pemilihan jenis bebek ini didasarkan pada pertimbangan rasa yang lebih gurih yang merupakan karakteristik khas bebek Madura yang telah diakui dalam kuliner regional. Bebek Madura dikenal memiliki tekstur daging yang lebih padat dan aroma yang kuat, sehingga cocok untuk olahan seperti songkem yang melibatkan proses pengungkepan. Resep dan bumbu-bumbu yang digunakan pada olahan bebek songkem Pak Salim ini mengandalkan bumbu-bumbu alami, tanpa tambahan bahan kimia atau pengawet buatan. Penggunnaan bahan alami bertujuan untuk menjaga keaslian cita rasa pada bebek songkem.
 Proses penyembelihan bebek songkem Pak Salim menerapkan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kepatuhan-kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang benar. Hal ini dilakukan melalui pengawasan langsung oleh pemilik atau petugas terlatih, yang memverifikasi bahwa penyembelihan dilakukan dengan metode yang sesuai syariah, seperti pemotongan leher secara cepat dan manusiawi tanpa penderitaan berlebih pada hewan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi aspek keagamaan tetapi juga meningkatkan kualitas produk akhir, karena penyembelihan yang tepat dapat mempengaruhi tekstur dan kebersihan daging.

Perspektif Ulama Terhadap Olahan Bebek Songkem Pak Salim
 Dalam menanggapi potensi unsur haram dalam olahan bebek songkem Pak Salim, ulama Bangkalan memfokuskan kekhawatiran mereka pada aspek Dhabihah Syar'iyyah (cara penyembelihan). Menurut Bapak Kiai Nur Hasyim dalam wawancaranya menegaskan bahwa jenis bebek yang digunakan dalam olahan bebek songkem Pak Salim tidak menjadi kekhawatiran dari segi kehalalan. Begitu pula dengan cara memasak, menurut Bapak Kiai Makki menjelaskan bahwa metode ungkep dianggap tidak menimbulkan permasalahan kehalalan. Namun, fokus kritik utama ulama Bangkalan terletak pada proses penyembelihan bebek. Bapak Kiai Makki menyatakan cara penyembelihan pada olahan bebek songkem sudah memenuhi standart islam. Namun, walaupun secara umum proses penyembelihan hewan pada olahan bebek songkem Pak Salim telah memenuhi syarat, disisi lain masih ditemukan 1-2 kasus penyembelihan yang tidak syar'i. Kasus tersebut berupa urat atau leher yang seharusnya dipotong sempurna, namun hanya dicabut dan ditarik, dan tidak disembelih tepat di tenggorokan. Kegagalan dhabihah ini secara fundamental dapat membatalkan kehalalan daging. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Kiai Mauridi saat pada saat berada disalah satu rumah makan olahan bebek yang belum bersertifikasi halal, beliau mengatakan :
 “Saya dan rekan kerja saya pernah makan bersama disalah satu rumah makan dengan olahan bebek. Saat saya sedang duduk, saya melihat ke arah dapur dan tidak sengaja melihat penjual tersebut sedang membersihkan bebek. Dari sekian banyaknya bebek, terdapat 1 bebek yang belum terputus uratnya, baru diputus ketika ingin dibersihkan bebek tersebut.” Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keraguan bagi para konsumen untuk mengonsumsi dan membeli Bebek tersebut. 
	Dalam fikih, proses dhabihah yang tidak memenuhi syarat syar'i seperti tidak terputusnya dua urat utama (tenggorokan dan kerongkongan) menjadikan hewan tersebut dihukumi sebagai maitah (bangkai) yang hukumnya haram secara mutlak. Pandangan ulama Bangkalan menggarisbawahi bahwa sertifikasi halal harus berfungsi sebagai alat legal dan edukatif untuk memastikan kompetensi fikih penyembelih. Oleh karena itu, sertifkasi merupakan instrumen wajib yang menjamin bahwa standar minimal fikih diterapkan secara konsisten, terutama mengingat adanya ignoransi fikih di kalangan pelaku usaha kecil, seperti yang dicontohkan Bapak Kiai Nur Hasyim tentang tata cara penyembelihan ayam yang mayoritas tidak sah di pasar. Hal tersebut di perkuat oleh Bapak Kiai Mauridi dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa standart pemerintah dalam perlu ditingkatkan, seperti melakukan sosialisasi serta edukasi mengenai tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam, sebab Indonesia terutama Madura ini mayoritas penduduknya islam dan kental dengan agama, sehingga kehalalan dalam suatu produk terutama pada apa yang kita makan harus jelas kehalalannya. 
 Selanjutnya, menanggapi resiko kontaminasi silang dan integritas produk juga menjadi sorotan utama, terutama setelah mencuatnya kasus nasional yang diungkap oleh BPJPH dan BPOM pada tahun 2025, dimana produk bersertifikat terbukti mengandung unsur haram (babi). Bapak Kiai Nur Hasyim menyoroti adanya potensi masuknya unsur haram dalam bumbu atau bahan tambahan pada olahan bebek songkem Pak Salim. Resiko yang diungkapkan oleh Bapak Kiai Nur Hasyim mengenai potensi perubahan bumbu tanpa pengawasan pasca sertifikasi secara langsung berkaitan dengan kaidah fikih Tafriq al-Halal 'an al-Haram (pemisahan halal dari haram). Kaidah ini menuntut segregasi ketat dari bahan baku hingga produk jadi. Kegagalan menjaga pemisahan ini, terutama jika unsur haram (misalnya babi yang masuk melalui bumbu, seperti kasus BPJH/BPOM) tercampur, akan menghukumi keseluruhan produk sebagai haram, sesuai dengan kaidah idza ijtama’a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram (apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram yang menang).
 Aspek kegagalan ini diperparah oleh faktor ketidakjujuran pelaku usaha dan kurangnya pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa integritas produk halal tidak hanya bergantung pada kepatuhan legal (legal compliance) saat audit awal, tetapi lebih pada etika bisnis Islami yang berkelanjutan. Ketika kejujuran hilang dan pengawasan diabaikan, maka proses produksi memasuki ranah syubhat (samar-samar).
 Namun, beberbeda dengan pendapat dari Bapak Kyai Makki dan Bapak Kiai Mauridi, mereka berpendapat bahwa tidak ada kekhawatiran terkait bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan bebek songkem Pak Salim, karena bumbu-bumbu yang digunakan menggunakan bahan-bahan alami. Adanya perbedaan pendapat oleh beberapa ulama Bangkalan tersebut, bu Fitri sebagai pengelolah bebek songkem Pak Salim menegaskan bahwa tidak ada potensi unsur haram pada bumbu-bumbu hingga daging pada olahan bebek songkem, karena bumbu-bumbu yang digunakan adalah bahan-bahan alami dapur.
 Bapak Kiai Nur Hasyim menjelaskan bahwa kasus yang diberitakan oleh BPJH mengenai produk bersertifikat yang mengandung babi terjadi karena kurangnya pengawasan. Setelah mendapatkan sertifikasi, pelaku usaha memiliki potensi untuk merubah bumbu tanpa laporan kepada MUI, yang merupakan masalah kejujuran dan tidak adanya pengawasan berkelanjutan. Dalam menangani adanya kasus tersebut, Bapak Kyai Makki sebagai ketua MUI Bangkalan menegaskan bahwa MUI Bangkalan secara berkala sudah melakukan pemeriksaan berkala kepada beberapa toko-toko hingga warung makanan untuk menghindari adanya kasus percampuran unsur haram pada produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Beliau menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan berkala yang dilakukan MUI Bangkalan ke warung makan dan toko dapat meredam kekhawatiran masyarakat terhadap kontaminasi silang. Hal ini menunjukkan bahwa peran otoritas agama lokal sangat krusial dalam memperkuat integritas JPH. Pengawasan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip bahwa sertifikasi awal hanyalah pintu masuk, sementara Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diterapkan secara berkelanjutan yang didukung oleh kejujuran pelaku usaha dan kontrol ketat adalah jaminan kehalalan jangka panjang
 Dalam QS Al-Baqarah ayat 168 secara eksplisit memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib), sambil menjauhi segala bentuk yang diharamkan atau diragukan. Ayat ini menekankan prinsip kehalalan sebagai dasar spiritual dan etis dalam konsumsi yang tidak hanya melibatkan status hukum produk tetapi juga kualitasnya secara keseluruhan. Menurut Bapak Kiai Mauridi, Sejauh ini olahan bebek songkem Pak Salim menggunakan daging bebek yang disembelih sesuai sunnah, dengan proses penyembelihan yang melibatkan doa dan pisau tajam, sehingga bebas dari unsur haram seperti babi atau alkohol. Bumbu rempah yang digunakan juga berasal dari bahan alami halal tanpa aditif sintetis yang diragukan, menjadikan produk ini sebagai contoh konkret dari perintah ayat untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi langkah-langkah setan. Produksi bebek songkem Pak Salim dilakukan di lingkungan yang higienis dengan pengolahan manual yang menjaga nutrisi daging dan rempah, menghindari kontaminasi bakteri atau bahan pengawet berbahaya. Namun, tantangan muncul jika ada variasi dalam rantai pasok, sehingga ulama menyarankan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah resiko syubhat.

Pandangan Ulama Bangkalan Terhadap Urgensi Sertifikasi Halal
	Pandangan ulama Bangkalan secara fundamental menempatkan sertifikasi halal sebagai sebuah mandat syariah yang bersifat mendesak. Urgensi ini tidak semata-mata bersifat regulatif-administratif, melainkan berakar kuat pada prinsip hifz al-din (pemeliharaan agama) yang merupakan tujuan utama maqashid syariah, serta upaya menghindari syubhat (keraguan) dalam konsumsi umat Muslim. Bagi ulama Bangkalan, kewajiban negara melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dipandang sebagai formalisasi dari tuntutan agama untuk menjamin kemaslahatan umat secara luas. Oleh karena itu, sertifikasi formal Bebek Songkem Pak Salim diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual produsen untuk memastikan bahwa kehalalan bahan baku, terutama proses penyembelihan bebek, serta higienitas pengolahan (thayyib) telah terstruktur dan diverifikasi. Proses pengukusan yang otentik dan bersih secara tradisional dipahami ulama sebagai manifestasi thayyib, namun legalisasi melalui sertifikasi dibutuhkan untuk meneguhkan kepastian hukum dan agama secara universal. Urgensi ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
a. Aspek Kewajiban Syariah: Kewajiban syariah ditempatkan sebagai penggerak utama (primary mover) dalam sistem jaminan produk halal. Para ulama berpendapat bahwa jika kewajiban syariah dalam konteks sertifikasi halal telah dilaksanakan dengan benar sejak awal, maka aspek-aspek lain seperti perlindungan konsumen dan kemaslahatan (kebaikan umum) akan mengikutinya. Sertifikasi halal penting untuk menjaga makanan tetap bersih, sehat, dan yang terpenting, tidak mengandung unsur haram.
Menurut Bapak Kiai Mauridi, beliau menekankan bahwa sertifikasi halal sangat penting karena kewajiban syariah. Beliau menganalisis argument ini melalui kerangka maqasid syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam. Pertama, sertifikasi halal ini mendukung pemeliharaan agama (hifz al-din) dengan memastikan produk yang dikonsumsi bebas dari syubhat . 	Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, jaminan produk halal adalah metode untuk mengimplementasikan ketentuan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sertifikasi halal juga mendukung pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs). Aspek thayyib yang tercakup dalam proses audit menjamin kebersihan dan kesehatan proses produksi, sehingga melindungi konsumen dari potensi zat atau metode yang bisa merusak kesehatan.
Dalam konteks ini, menerapkan kewajban syariah melalui sertifikasi halal dianggap sebagai langkah awal yang tepat. Ketika kewajiban ini benar-benar dilaksanakan, kemaslahatan umat dan perlindungan konsumen secara otomatis akan terjamin. Jadi, sertifikasi ini bukan sekadar pilihan ekonomis, melainkan kebutuhan spiritual yang diterjemahkan menjadi mekanisme legal. Tujuannya adalah menjamin kemaslahatan umat secara luas dan menghindari keraguan yang tidak perlu.
b. Aspek Hukum dan Pemerintah: Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, menempatkan sertifikasi halal sebagai kewajiban pemerintah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari resiko konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan prinsip kehalalan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
Dalam wawancara bersama Bapak Kiai Mauridi, beliau menegaskan bahwa anjuran dari pemerintah untuk para pelau usaha dalam sertifikasi halal tidak termasuk dalam kategori maksiat, melainkan sejalan dengan anjuran syariat Islam yang mendorong manusia untuk mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa’ ; 59 :[footnoteRef:19] [19:  https://urli.info/1d-bv] 

يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْر
Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu)."
Ayat ini ditafsirkan sebagai perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya terlebih dahulu, diikuti oleh ketaatan kepada penguasa dalam hal-hal yang tidak melibatkan maksiat. Dengan kata lain, taat kepada pemerintah bukanlah absolut, melainkan bersyarat dalam kerangka kebaikan (ma'ruf) dan tidak boleh melanggar perintah Ilahi.
Dalam hadits Nabi :
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ
Artinya : “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan.”
Maka itu Nabi menggarisbawahi :
لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوف
Artinya : Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. (H.R Al-Bukhari dan Muslim)
Prinsip ketaatan ini didasarkan pada landasan fiqhiyyah bahwa setiap perintah dari penguasa yang tidak mengandung unsur maksiat wajib ditaati oleh umat Muslim, meskipun perintah tersebut tidak diwajibkan secara eksplisit oleh syariat murni. Karena sertifikasi halal merupakan perintah Ulil Amri yang bertujuan pada kebaikan (ma’ruf) dan bahkan sejalan dengan anjuran syariat untuk mengonsumsi makanan halal, maka kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dianggap sebagai kewajiban syariah tambahan.
c. Aspek Ekonomi dan Bisnis: Ulama Bangkalan sepakat menegaskan sertifikasi halal untuk produk-produk olahan makanan sangat penting karena berfungsi untuk menjamin konsumen agar tidak was-was, sehingga menguntungkan dari segi bisnis. Semakin yakin konsumen dalam membeli suatu produk, maka secara ekonomis penjualan produk dapat meningkat.
Ulama Bangkalan menunjukkan ijtihad kontemporer dalam merespons tantangan integritas sistem halal nasional (kasus BPJH/BPOM). Mereka menempatkan kegagalan sistem pengawasan dan etika (kejujuran) sebagai sumber utama timbulnya syubhat. Oleh karena itu, ulama Bangkalan menuntut sertifikasi halal sebagai syarat wajib yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara hukum ideal (fikih) dan realitas pasar modern yang penuh resiko kontaminasi. Ulama Bangkalan menuntut sistem JPH yang lebih ketat, dimana audit awal harus diperkuat dengan pengawasan berkelanjutan dan penegakan etika kejujuran sebagai pilar yang memastikan kehalalan operasional sehari-hari. Pengawasan ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim yang telah menganggap logo halal sebagai tolok ukur yakin dan kepastian spiritual. Urgensi sertifikasi terletak pada upaya preventif untuk memastikan ijma'a (percampuran) haram tidak pernah terjadi di seluruh tahapan produksi Bebek Songkem Pak Salim, sehingga melindungi konsumen dari konsekuensi kaidah hukum yang berat tersebut.

Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen
 Ulama Bangkalan menginterpretasikan bahwa hubungan antara sertifikasi halal dengan kepercayaan konsumen dinilai sangat erat, sertifikasi halal menjadi acuan utama bagi konsumen Muslim. Hubungan ini saling memengaruhi, karena kepastian bahwa produk halal melalui sertifikasi, secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen untuk memilih dan mengonsumsi produk tersebut. Fungsi utama sertifikasi halal adalah memberikan keyakinan yang pasti untuk konsumen. Bapak Kiai Nur Hasyim menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen yang meningkat memiliki dampak langsung pada aspek ekonomis. Semakin yakin konsumen, maka secara ekonomis dapat terjadi peningkatan. Kemudian Bapak Kiai Makki menambahkan bahwa sertifikasi halal menjadi alat marketing yang sangat mendesak (urgent) karena berfungsi untuk menjamin konsumen agar tidak was-was, sehingga menguntungkan dari segi bisnis dan menciptakan pemasaran yang lebih efektif. Meskipun secara fikih dasar, makanan yang disembelih di wilayah muslim seharusnya dianggap halal, Bapak Kyai Nur Hasyim mengakui bahwa ketiadaan logo sertifikasi akan mengurangi kepercayaan konsumen karena logo tersebut telah menjadi acuan utama di Indonesia.
 Analisis menunjukkan bahwa konsumen Muslim secara positif mengaitkan produk bersertifikat halal dengan standar kualitas yang lebih tinggi dan proses produksi yang lebih higienis (thayyib). Sertifikasi yang didukung oleh Ulama Bangkalan secara signifikan meningkatkan citra merek (Brand Image) Bebek Songkem Pak Salim, memperkuat persepsi bahwa produk ini tidak hanya enak dan sehat, tetapi juga aman secara spiritual. Peningkatan kepercayaan dan persepsi terhadap kualitas ini secara berturut-turut meningkatkan loyalitas konsumen serta mendorong minat pembelian. Implikasi ekonomi ini menunjukkan bahwa kepatuhan religius (sertifikasi) bertindak sebagai strategi pemasaran dan pembangunan reputasi yang paling efektif di pasar Muslim Madura.
 Dinamika kepercayaan konsumen di Madura memiliki kekhasan yang mendasar. Otoritas spiritual ulama atau kiai (Ghuru) memegang peranan hegemoni yang setara, bahkan terkadang melebihi otoritas regulasi formal negara (Rato). Temuan wawancara secara konsisten menegaskan bahwa pandangan ulama Bangkalan memiliki daya pengaruh yang mutlak dan menentukan keputusan konsumsi masyarakat lokal. Secara eksplisit, beberapa konsumen menyatakan bahwa kepatuhan pada kiai adalah bagian dari budaya dan ketaatan agama yang tinggi. Apabila ulama secara eksplisit menyatakan bahwa sebuah produk olahan Bebek Songkem Pak Salim diragukan kehalalannya atau bermasalah, konsumen seperti Lia, Resa, Mira, dan Ria menyatakan bahwa mereka pasti akan berhenti mengonsumsi produk tersebut. Dalam wawancaranya, Pak Rosi bahkan menegaskan bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi di Madura di atas fatwa kiai.
 Dalam wawancara, Resa secara tegas mengaitkan urgensi sertifikasi dengan dua aspek ketaatan yang integral. Pertama, cerminan ketaatan pada Rato (hukum negara, UU JPH 2014). Kedua, ajaran dari ulama (Ghuru) untuk menghindari keraguan (syubhat ) dan menjamin pemeliharaan agama (hifz al-din), sehingga hal ini menempatkan ulama sebagai gerbang Legitimasi Spiritual. Keberadaan otoritas ini menunjukkan bahwa pandangan Ulama Madura tidak hanya sekadar memengaruhi preferensi konsumen, tetapi memberikan kontrol eksistensial terhadap legitimasi spiritual suatu produk di komunitas lokal.
 Para konsumen yang telah diwawancarai secara konsisten memuji proses pengolahan Bebek Songkem yang dikukus. bu Linda dan Pak Rosi memilih Bebek songkem Pak Salim karena proses kukus dianggap “jauh lebih bersih” dan memenuhi unsur thayyib dibandingkan dengan olahan bebek goreng khas Madura yang berminyak. Aspek thayyib yang mencakup bagaimana bebek disiapkan, disembelih, dan dimasak memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen. Dalam konteks konsumen lokal, ketiadaan fatwa negatif dari kiai selama beberapa tahun telah berfungsi sebagai bentuk akseptasi implisit dari ulama yang kemudian menjadi dasar spiritual bagi aktivitas pembelian.
​ Fenomena ini paling jelas terlihat pada responden yang memiliki literasi JPH tinggi. Sebagai konsumen, Mira menyatakan bahwa ketiadaan label resmi akan menimbulkan syubhat, khususnya pada produk olahan bebek songkem yang bahan pokoknya adalah daging hewani, sehingga ia mungkin tidak akan membeli kecuali jika ada fatwa tertulis eksplisit dari ulama Bangkalan yang menjamin kehalalannya meskipun tanpa label BPJPH. Mira juga menekankan bahwa keputusannya untuk tetap membeli produk tanpa label bergantung mutlak pada fatwa ulama. 
 Implikasi lain yang sejalan dengan pandangan Ulama tentang maslahah adalah peningkatan citra profesional UMKM. Resa menekankan bahwa sertifikasi akan meningkatkan citra profesional di mata umum karena menunjukkan bahwa UMKM ini memiliki standar yang terjamin dan tidak hanya mengandalkan pasar lokal yang berbasis hubungan personal. Mira dan Lia menegaskan bahwa sertifikasi halal pada olahan bebek songkem Pak Salim adalah jaminan universal bagi konsumen Muslim yang tidak mengenal sejarah usaha, menjadikannya satu-satunya penjamin kepercayaan yang mereka miliki. Hal tersebut adalah langkah strategis untuk memperluas jaminan syariat Bebek Songkem ke khalayak yang lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa olahan bebek songkem Pak Salim Sampang telah memenuhi standart sertifikasi halal. Meskipun produk olahan bebek songkem Pak Salim menekankan pemanfaatan bumbu alami serta pemisahan jeroan untuk meningkatkan mutu, tetapi kajian kritis mengungkapkan potensial seperti kontaminasi silang atau perbedaan dalam metode penyembelihan yang berpotensi akan menurunkan konsistensi produk, khususnya pada skala produksi yang bergantung pada pengawasan manual.
	Pandangan ulama Bangkalan menyoroti kekuatan produk ini sebagai simbol identitas kuliner Madura yang mendukung kesehatan konsumen melalui aspek thayyib, namun juga mengungkap kelemahan dalam standarisasi proses yang mungkin menghambat daya saing di pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal dipandang sebagai kewajiban syariah yang mendesak (mandat syar’i) oleh Ulama Bangkalan, berakar pada tuntutan maqashid syariah untuk hifz al-din dan hifz al-nafs. Kepatuhan terhadap UUPJH juga dilegitimasi secara fikih sebagai ketaatan pada ulil amri dalam hal ma'ruf. Implikasi sertifikasi terhadap kepercayaan konsumen sangat kuat dan berlapis. Konsumen Madura sangat dipengaruhi oleh Hegemoni Otoritas Ulama (Ghuru) sebagai penentu legitimasi spiritual. Namun, sertifikasi halal formal berfungsi sebagai mekanisme universal yang esensial untuk menghilangkan syubhat bagi konsumen yang lebih luas atau yang memiliki literasi JPH tinggi. Sertifikasi bertindak sebagai jaminan kepastian, meningkatkan citra profesional UMKM, dan merupakan strategi pemasaran spiritual yang efektif dalam menekan was-was. 

Saran
Peneliti mengemukakan gagasan-gagasan berikut berdasarkan temuan penelitian, yaitu:
1. Kepada BPJPH dan MUI Bangkalan disarankan melakukan penguatan kompetensi dhabihah, mengintensifkan serta memformalkan program edukasi dan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikasi bagi UMKM kuliner hewani di Madura. Oleh karena itu, audit sertifikasi harus secara wajib mencakup verifikasi kompetensi penyembelih, sehingga memastikan praktik dhabihah sesuai dengan standar syar'i. 
2. MUI Bangkalan disarankan untuk melembagakan program pemeriksaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pasca sertifikasi secara berkala dan terstruktur. Pengawasan ini harus fokus pada verifikasi rantai pasok bumbu, daging olahan dan bahan tambahan untuk mencegah kontaminasi silang dan menegakkan prinsip Tafriq al-Halal 'an al-Haram sekaligus mendorong etika kejujuran pelaku usaha.
3. Untuk mengatasi celah dalam produk olahan bebek songkem Pak Salim, disarankan agar pengelola segera menerapkan standarisasi ketat pada seluruh tahap produksi termasuk pelatihan intensif bagi pekerja tentang teknik penyembelihan yang konsisten dan prosedur pencegahan kontaminasi silang melalui penggunaan alat sanitasi modern serta audit rutin terhadap bahan bumbu guna memastikan kualitas produk yang stabil dan aman.
4. Penelitian selanjutnya dengan mengembangkan temuan penelitian ini, hendaknya melakukan studi kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi konkret sertifikasi halal (peningkatan penjualan, loyalitas, dan brand image) di UMKM kuliner Madura. Penelitian ini dapat membandingkan antara respon konsumen yang dipengaruhi oleh otoritas ulama (Ghuru) dengan konsumen yang didasarkan pada label BPJH (Rato).
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